KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama . AFDHALIAH
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN
3. NHK : 275050
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 738 m2/346 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.250.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 3.250.000
2.  MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ==5s

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 115.131.128

F. HARTA LAINNYA Rp. 47.000.000

Sub Total Rp. 898.381.128

. HUTANG Rp. 267.160.220

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 631.220.908
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama . FARHAM MIRZA PONTOH
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN
3. NHK : 486609
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 150.000.000

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -==-

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ==t

Sub Total Rp. 155.000.000

. HUTANG Rp. -=--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 155.000.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama . HENDRAWATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL
3. NHK : 731899
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 655.000.000

1. Tanah Seluas 939 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

2. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL

SENDIRI Rp. 155.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , LAINNYA Rp. 200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

6.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. S
D. SURAT BERHARGA Rp. —
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 285.798.856
F. HARTA LAINNYA Rp. ——
Sub Total Rp. 947.298.856
. HUTANG Rp. ——
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 947.298.856
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama . IMELDA
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN
3. NHK : 750264
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

170.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -==-
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ==t
Sub Total Rp. 175.000.000
. HUTANG Rp. 193.070.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. -18.070.400
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2022

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JULIANA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
3. NHK : 879729
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.350.000.000

1. Tanah Seluas 122 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000

3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000

4. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

5. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

6. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 800.000.000

7. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 800.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 3 m2/3 m2 di KAB / KOTA KOTA ---,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000
1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 180.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 5=
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.724.000
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 2.838.724.000

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.838.724.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JUMRAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN PENGOLAHAN DATA PENANAMAN MODAL
3. NHK : 486771
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

170.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. ==5s
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 47.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—as
Sub Total Rp. 495.047.000
. HUTANG Rp. 221.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 274.047.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOHAMAD RISFUL
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
3. NHK : 275070
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -==-

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.224.007

F. HARTA LAINNYA Rp. ==t

Sub Total Rp. 430.224.007

. HUTANG Rp. 318.588.045

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 111.635.962
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NORITA LEMBAH
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN
3. NHK : 716016
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , WARISAN Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 93.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

93.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. o
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 106.995
F. HARTA LAINNYA Rp. ===
Sub Total Rp. 455.106.995
lll. HUTANG Rp. 180.646.056
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 274.460.939
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NOVAL AHMAD JAWAS
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN
3. NHK . 486644
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 25.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , WARISAN Rp. 25.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 EAT (CKD) Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. o

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ===

Sub Total Rp. 175.200.000

lll. HUTANG Rp. 250.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. -74.800.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama . RAHMAWATI KARIM
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN
3. NHK : 483703
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/AVANZA Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -==-

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.235.221

F. HARTA LAINNYA Rp. ==t

Sub Total Rp. 107.235.221

. HUTANG Rp. 336.300.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. -229.064.779
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SYAFIANTI PONULELE
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN
3. NHK © 768431
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 873.730.000

1. Tanah Seluas 16986 m2 di KAB / KOTA SIGI, WARISAN Rp.
169.860.000
2. Tanah Seluas 13422 m2 di KAB / KOTA SIGI, WARISAN Rp.
134.220.000
3. Tanah Seluas 10743 m2 di KAB / KOTA SIGI, WARISAN Rp.
537.150.000
4. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA SIGI, WARISAN Rp.
32.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. I
D. SURAT BERHARGA Rp. ——
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 970.730.000
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 970.730.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama . TASNIMA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
3. NHK : 854122
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 26.509.000

1. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

2. MOTOR, HONDA A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 24.509.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.419.501

F. HARTA LAINNYA Rp. mnen

Sub Total Rp. 28.928.501

Ill. HUTANG Rp. 7.914.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 21.014.501
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TEGUH ANANTA PRADIPTA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
3. NHK : 525407
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000

1. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -==-
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ==t
Sub Total Rp. 15.500.000
. HUTANG Rp. 72.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. -56.500.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TITIK ERNAWATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
3. NHK : 483660
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 47.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 47.300.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.

125.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.800.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.613
F. HARTA LAINNYA Rp. ===
Sub Total Rp. 174.116.613
lll. HUTANG Rp. s
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 174.116.613
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : UMMU ZAKIAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I
3. NHK : 275084
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.805.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALU , HASIL SENDIRI Rp. 504.000.000

2. Tanah Seluas 414 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 1.242.000.000

3. Tanah Seluas 687 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 1.030.000.000

4. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp.
330.000.000

5. Tanah Seluas 1699 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL
SENDIRI Rp. 1.699.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 287.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO BLUE CORE Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

2.  MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

4. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. af

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000
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F. HARTA LAINNYA Rp. 500.000.000

Sub Total Rp. 5.647.500.000

I1l. HUTANG Rp. 185.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.462.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



